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PENDAHULUAN 
Terjadinya pengungkapan informasi 
yang dimiliki satu pihak kepada pihak 
lainnya tanpa diketahui oleh pihak pemilik 
informasi dapat menimbulkan kerugian 
bagi pemilik informasi tersebut. 
Pengungkapan informasi dapat dilakukan 
dilakukan oleh tenaga kerja dari pemilik 
informasi. Seorang pekerja dapat 
menimbulkan apa yang dinamakan 
pelanggaran rahasia dagang dengan 
memberikan informasi rahasia 
perusahaannya terhadap perusahaan 
lainnya.  
Pemeliharaan kerahasiaan informasi 
wajib dilakukan oleh pemilik informasi 
rahasia dengan melakukan langkah-langkah 
yang layak dan patut. Artinya semua 
langkah yang memuat ukuran kewajaran, 
kelayakan, dan kepatutan yang harus 
dilakukan. Pemeliharaan rahasia biasanya 
berkaitan dengan hubungan antara pekerja 
dengan pemberi kerja yang merupakan 
pemilik rahasia dagang. Dalam lingkungan 
kerja perlu diatur prosedur perusahaan yang 
bisa menjamin kerahasiaan informasi. Perlu 
diatur secara jelas dan tegas pula dalam 
peraturan perusahaan mengenai pihak yang 
bertanggung jawab atas informasi rahasia. 
Rahasia Dagang dilindungi oleh Undang-
undang seiring dengan lahirnya informasi 
yang terkait dan mulai berfungsi dalam 
kegiatan perekonomian. 
Sebenarnya masalah ini telah ada 
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 Dosen Fak Hukum Universitas Batanghari 
pengaturannya. Pengaturan yang dimaksud 
disini adalah kewajiban bagi tenaga kerja 
untuk menjaga kerahasiaan informasi yang 
dimiliki oleh tempat dimana ia bekerja 
berdasarkan perjanjian yang mengaturnya. 
Seorang tenaga kerja, memiliki kewajiban 
terhadap perusahaannya untuk menjaga 
rahasia dagang perusahaannya. Cara 
perusahaan dalam mengelola dan 
mengontrol informasi rahasia perusahaan 
sangat mempengaruhi bagaimana 
pekerjanya akan menjaga kerahasiaan 
informasi tersebut. Salah satu langkah awal 
atau langkah pertama yang dilakukan oleh 
pengusaha dalam melindungi rahasia 
dagang perusahaannya adalah dengan cara 
melakukan pengaturan dalam perjanjian 
kerja dengan buruhnya. Hal ini jelas terlihat 
bahwa ada hubungan antara rahasia dagang 
dengan tenaga kerja. 
PERUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan uraian pada pendahuluan 
diatas, perumusan masalah dalam penulisan 
ini adalah: “Bagaimana hubungan antara 
Rahasia Dagang dengan perjanjian kerja ?” 
Pengertian Dan Pengaturan Tentang 
Rahasia Dagang . 
Perkembangan Pengaturan Rahasia Dagang 
Pengaturan tentang rahasia dagang di 
Indonesia masih tergolong baru. Dasar dari 
pengaturan ini adalah diratifikasinya 
Agreement Establishing the World Trade 
Organization (persetujuan Pembentukan 
Organisasi Perdagang Dunia atau WTO)  
yang mencakup juga Agreement on Trade 
Related Aspects of Intellectual Property 
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Abstrak 
 
Issues regarding trade secrets is very urgent in the field of smoothness and continuity of a business. 
Maintaining confidentiality of information must be done by the owner of confidential information by performing the 
steps appropriate and inappropriate. This means that all the steps that includes measures of fairness, decency, and 
propriety that must be done. Maintenance is usually confidential relations between workers and employers who are 
owners of trade secrets. In the work environment needs to be regulated company procedures that can ensure the 
confidentiality of information. It should be clearly and firmly regulated also in the company regulations regarding 
the party responsible for the information confidential. Trade secret is protected by the Act in line with the birth-
related information and begin to function in economic activity. 
Keyword :  Trade Secrets, Employment Agreement, Economic Activities 
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Rights (Persetujuan TRIPs) dengan 
Undang-Undang  No. 7 Tahun 1994 
sehingga perlu diatur tentang rahasia 
dagang. Di Indonesia rahasia dagang diatur 
pertama kali melalui Undang-Undang No. 
30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. 
Pada awalnya perlindungan hukum 
menyangkut segala bentuk praktek-praktek 
persaingan tidak sehat telah diatur oleh 
rambu-rambu dan norma-norma pada Pasal 
1365 KUHPerdata  dan  Pasal 382 bis 
KUHP.  
 Namun kemudian menjadi masalah 
setelah tentang hal itu dikemas sebagai 
produk kekayaan intelektual.  Ini berarti 
konsep unfair competition sebagai hukum 
yang bersifat umum lebih dipersempit atau 
difokuskan kepada  hukum yang 
melindungi adanya praktek curang bermotif 
komersial. Kebutuhan itu diformulasikan 
dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 
Tentang Rahasia Dagang. Secara umum 
dapat dikatakan bahwa undang-undang 
rahasia dagang ini juga melengkapi 
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat. 
Dagang Rahasia Dagang dikenal juga 
dengan sebutan Undisclosed Information 
(WTO/TRIPs) atau Confidential 
Information (Inggris), atau Trade Secret 
(Amerika), dan Indonesia menyebutnya 
Rahasia Dagang, yang merupakan alih 
bahasa dari Trade Secret.  Adanya 
penamaan yang berbeda ini tidak 
membedakan pemahaman yang terkandung 
di dalamnya. Khusus Indonesia 
penerapannya hanya diberlakukan pada 
informasi bisnis.  
Rahasia dagang sebagai bagian dari 
sistem Hak Kekayaan Intelektual patut 
diberi perlindungan sebagaimana obyek 
HKI lainnya. Perlindungan rahasia dagang 
diatur dalam Undang-Undang No. 30 tahun 
2000 tentang Rahasia Dagang.  Rahasia 
Dagang berkembang mengikuti 
industrialisasi dan budaya yang bersifat 
kompetitif dan individualistik. Rahasia 
dagang pada masyarakat barat dianggap 
sebagai ”private rights” karena rahasia 
yang dihasilkan dari intelektualitas manusia 
yang telah berkorban mengunakan pikiran, 
tenaga, dan biaya yang tinggi. Sebaliknya 
budaya timur menganggap rahasia dagang 
sebagai ”public rights” yang merupakan 
milik bersama. Perbedaan ini tidak 
mendukung perlindungan terhadap rahasia 
dagang pada umumnya.  
Konsepsi rahasia dagang sudah dikenal 
oleh bangsa Cina  sekitar 3000 tahun 
sebelum masehi. Hal ini dapat diketahui 
dari legenda bangsa Cina yang memberi 
gelar Putri Hsi-Ling-Shih, isteri kaisar 
kuning sebagai Dewi Sutra. Pada setiap 
awal musim semi Putri memimpin upacara 
pembuatan sutra. Kerahasiaan teknik dan 
proses pembuatan sutra dijaga ketat oleh 
kerajaan. Barangsiapa membuka rahasia itu 
atau menyelundupkan kepompong atau 
telur ulat sutra ke luar Cina akan dihukum 
mati.  Mereka menjaga rahasia itu selama 
lebih dari 2000 tahun sesudahnya.  
Kasus-kasus awal mengenai rahasia 
dagang terjadi di Inggris sekitar abad 18, 
menyangkut rahasia resep obat-obatan 
dalam kaitannya dengan persaingan bisnis. 
Di Amerika pada awal abad 19 undang-
undang rahasia dagang mengakomodasi 
rahasia-rahasia bisnis, persaingan, teknologi 
dan pola-pola managemen pekerjaan. 
Amerika mengadopsi masalah rahasia 
dagang atau trade secret dari common law 
Inggris yang menyangkut perlindungan 
melalui doktrin-doktrin yang dibuat oleh 
hakim melalui yurisprudensi dalam perkara 
yang menyangkut  rahasia dagang. 
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 
30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang 
mendefinisikan Rahasia Dagang sebagai 
informasi :  
a.   di bidang teknologi atau bisnis; 
b.   tidak diketahui umum; 
c.   mempunyai nilai ekonomi karena 
berguna dalam kegiatan usaha,  
d.  dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik 
rahasia dagang. 
Dari definisi ini dapat diketahui dua hal 
penting yaitu mengenai informasi yang 
bersifat rahasia dan tidak diketahui umum.  
Konsep Perlindungan Rahasia Dagang 
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Rahasia Dagang merupakan masalah 
HKI yang pelik terutama dari segi 
enforcement. Konsep perlindungan hak 
rahasia dagang sebagaimana hak kekayaan 
intelektual lainnya adalah melindungi hak 
milik dari tindakan orang lain yang 
mempergunakannya tanpa hak. 
Sebagaimana kita ketahui bahwa rahasia 
dagang adalah informasi  yang tidak 
diketahui secara umum atau diketahui 
secara terbatas oleh pihak-pihak tertentu 
tentang hal-hal yang menyangkut dagang. 
Informasi dagang ini perlu diproteksi 
kerahasiaannya karena: 
a.   secara moral memberikan penghargaan 
kepada pihak  yang menemukan; 
b.    secara materi memberikan insentif. 
Perlindungan rahasia dagang diberikan 
apabila suatu informasi dianggap bersifat 
rahasia. Rahasia artinya suatu informasi 
yang tidak diketahui secara umum.  
Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya 
apabila pemilik atau para pihak yang 
menguasainya telah melakukan langkah - 
langkah yang layak dan patut. Layak dan 
patut  adalah semua langkah  yang memuat 
ukuran kewajaran, kelayakan dan kepatutan 
yang harus dilakukan. Misalnya dalam 
suatu perusahaan ada prosedur baku cara 
penyimpanan arsip-arsip yang dirahasiakan. 
Adanya perjanjian kerahasiaan yang 
ditandatangani oleh karyawan ketika awal 
penerimaan pegawai atau pekerja yang 
berkerja di lingkungan rahasia itu 
dioperasionalkan sehingga rahasia itu 
benar-benar terlindungi. 
Ruang Lingkup Rahasia Dagang 
a.   Subyek Rahasia dagang adalah pemilik 
rahasia dagang. Pemilik rahasia dagang 
memiliki hak untuk :  
1)   Menggunakan sendiri Rahasia 
Dagang yang dimilikinya; 
2)   Memberi lisensi kepada pihak lain 
atau melarang pihak lain untuk 
menggunakan Rahasia Dagang atau 
mengungkapkan Rahasia Dagang 
itu kepada pihak ketiga untuk 
kepentingan yang bersifat 
komersial.  
b.   Obyek ruang lingkup rahasia dagang 
menurut undang-undang No. 30 Tahun 
2000 Pasal 2 meliputi metode produksi, 
metode pengolahan, metode penjualan 
atau informasi lain di bidang tekhnologi 
dan/atau bisnis yang memiliki nilai 
ekonomi dan tidak diketahui oleh 
masyarakat umum. Misalnya Coca-cola 
menggunakan rahasia dagang yaitu 
informasi teknik senyawa untuk 
melindungi formulanya, bukan paten. 
Hal ini untuk menghindari adanya batas 
waktu. Kalau formula dilindungi hak 
paten maka, akan berakhir paling lama 
20 tahun.  Pada saat ini usia Coca Cola 
sudah lebih dari 100 tahun, hak ini 
karena formulanya  dilindungi dengan 
rahasia dagang.  Metode produksi 
misalnya teknologi pemrosesan anggur, 
formula ramuan rokok. Di bidang lain, 
misalnya informasi non teknik. Data 
mengenai pelanggan, data analisis, 
administasi keuangan, dll.  
Waktu Perlindungan Rahasia Dagang 
Rahasia dagang mempunyai sesuatu 
yang istimewa, yaitu lamanya waktu 
perlindungan yang diberikan oleh undang-
undang ini adalah tanpa batas 
waktu.  Namun, tanpa batas waktu ini 
mempunyai syarat yaitu  sebagaimana 
tercantum dalam Pasal 3 yaitu bahwa 
rahasia dagang dilindungi bila informasi 
tersebut masih bersifat rahasia, mempunyai 
nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya 
melalui upaya semestinya. Ketiga syarat 
yang harus dipenuhi itu dapat diuraikan 
sebagai berikut. 
a)   Bersifat rahasia apabila informasi itu 
hanya diketahui oleh orang-orang 
terbatas. 
b)   Informasi mempunyai nilai ekonomi 
apabila sifat kerahasiaan informasi 
tersebut dapat digunakan untuk 
menjalankan kegiatan usaha atau bisnis 
yang komersial atau mendatangkan 
keuntungan bagi pemiliknya. 
c)  dijaga kerahasiaannya apabila pemilik 
atau para pihak yang menguasainya 
telah melakukan langkah-langkah yang 
layak. 
Pengalihan Hak dan Lisensi 
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Hak atas Rahasia Dagang seperti hak 
atas kekayaan intelektual yang lain, 
merupakan benda bergerak tidak berwujud 
oleh karenanya dapat beralih atau dialihkan 
dengan : 
a.    Pewarisan 
b. Hibah 
c.    Wasiat 
d.  Perjanjian tertulis atau 
e.    Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh 
peraturan perundang-undangan 
Pengalihan Hak Rahasia Dagang wajib 
didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak 
Kekayaan Intelektual. Lisensi adalah izin 
yang diberikan oleh pemegang Hak Rahasia 
Dagang kepada pihak lain melalui suatu 
perjanjian berdasarkan pada pembelian hak 
(izin) untuk menikmati manfaat ekonomi 
dari suatu rahasia dagang yang diberi 
perlindungan dalam jangka waktu tertentu 
dan syarat tertentu. Perjanjian pemberian 
lisensi/izin pada pihak lain untuk 
mempergunakan Rahasia Dagang atau 
mengungkapkan Rahasia Dagang itu untuk 
kepentingan yang bersifat komersial harus 
dibuat secara tertulis dan 
didaftarkan/dicatatkan pada Direktorat 
Jenderal HKI. Perjanjian lisensi dilarang 
memuat ketentuan yang dapat merugikan 
perekonomian di Indonesia atau yang 
mengakibatkan persaingan usaha tidak 
sehat sebagaimana diatur dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Pendaftaran Permohonan Rahasia Dagang 
Hak kepemilikan rahasia dagang tidak 
perlu melalui prosedur pendaftaran. Kecuali 
pengalihan haknya. 
Litigasi dan Penyelesaian Sengketa Rahasia 
Dagang   
Pemilik Hak Rahasia Dagang atau 
penerima lisensi dapat menggugat siapa 
saja yang dengan sengaja dan tanpa hak 
melakukan perbuatan sebagaimana diatur 
pada Pasal 4 yaitu menggunakan  rahasia 
dagang dan atau memberi lisensi kepada 
orang lain, atau mengungkapkan rahasia 
dagang kepada pihak ketiga untuk 
kepentingan komersial dengan gugatan 
ganti rugi dan atau minta penghentian 
tindakan yang dilakukan sesuai Pasal 4.  
Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri, 
dengan ancaman hukuman pidana penjara 
maksimum 2 tahun penjara dan atau denda 
maksimum Rp 300.000.000,- (tiga ratus 
juta rupiah).  Tindak pidana Rahasia 
Dagang merupakan delik aduan.   
Informasi yang Bersifat Rahasia 
Informasi rahasia bagi suatu perusahaan 
adalah semua informasi yang berkaitan 
dengan perusahaan tersebut yang sangat 
berharga dan tidak boleh diketahui oleh 
perusahaan lainnya terutama perusahaan 
saingannya (kompetitornya). Kerahasiaan 
suatu informasi dapat dan harus dijamin 
kerahasiaannya, selama informasi tersebut 
belum dibuka untuk publik atau dengan 
kata lain belum dipublikasikan dan masih 
dipertahankan kerahasiaannya oleh 
pemiliknya. Perusahaan dalam hal ini 
bergerak dalam usaha dagang yang bersifat 
komersial, sehingga informasi yang bersifat 
rahasia dari perusahaan disebut sebagai 
rahasia dagang. 
Informasi yang dapat dilindungi 
sebagai rahasia dagang antara lain 
merupakan informasi yang termasuk dalam 
kriteria sebagai berikut: 
 Informasi tersebut bersifat rahasia, 
mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga 
kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana 
semestinya. Informasi tersebut hanya 
diketahui oleh pihak tertentu atau tidak 
diketahui secara umum oleh masyarakat. 
Informasi yang dianggap memiliki nilai 
ekonomi yaitu jika informasi tersebut dapat 
digunakan untuk menjalankan kegiatan atau 
usaha yang bersifat komersial atau dapat 
meningkatkan keuntungan secara ekonomi; 
Informasi tersebut berada dalam 
lapangan teknologi dan/atau bisnis. 
Apa yang dimaksud dengan “upaya 
sebagaimana mestinya” adalah semua 
upaya berdasarkan ukuran kewajaran, 
kelayakan, dan kepatutan yang harus 
dilakukan dalam melindungi kerahasiaan 
informasi tersebut. Misalnya saja dalam 
ketentuan internal suatu perusahaan dapat 
ditetapkan bagaimana rahasia dagang dijaga 
dan siapa yang bertanggung jawab atas 
kerahasiaan itu. Selain kriteria di atas, hal-
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.10 No.3 Tahun 2010 
 
Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Hubungannya Dengan Perjanjian Kerja 
 
20 
hal di bawah ini bisa digolongkan sebagai 
rahasia dagang, antara lain: 
Formula suatu produk yang komplek, 
sulit dianalisa, teknik pembuatan yang 
rumit dan menjadi keunggulan dari 
produsennya. Seperti pada pabrik farmasi, 
pabrik semikonduktor, minuman ringan dll.  
Informasi mengenai strategi 
perusahaan, production line, marketing plan 
dan informasi penting lainnya yang bisa 
mempengaruhi harga saham suatu public 
company bila diketahui umum.Kumpulan 
informasi seperti data hasil pengujian untuk 
analisis, data pelanggan, dll. 
Informasi lengkap rancangan suatu 
konstruksi bangunan atau mesin, metode 
konstruksi, dll Pengalaman dan kemampuan 
khusus seorang ahli yang di dapat dalam 
perusahaan bisa juga dianggap sebagai 
informasi yang berharga atau rahasia bila 
hal tersebut dinyatakan oleh perusahaan 
yang bersangkutan. Program komputer 
yang dikembangkan secara khusus untuk 
aplikasi suatu perusahaan. 
Pengertian dan pengaturan tentang 
Perjanjian Kerja 
Tidak adanya peraturan perundangan 
yang mengatur secara eksplisit mengenai 
perjanjian antara buruh dengan pengusaha 
terhadap adanya kewajiban untuk menjaga 
rahasia dagang perusahaan tempatnya 
bekerja, baik dalam UU No. 30 Tahun 2000 
tentang Rahasia Dagang (UU Rahasia 
Dagang), peraturan perundangan di bidang 
ketenagakerjaan, UU No. 5 Tahun 1999 
tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti 
Monopoli), maupun dalam Kitab Undang-
undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
(KUHP), bukan berarti tidak ada 
pengaturan terhadap hal tersebut. Dalam 
prakteknya, perjanjian mengenai rahasia 
dagang ini diatur dalam perjanjian kerja 
antara buruh dengan pengusaha. 
Hubungan kerja terjadi karena adanya 
perjanjian antara pengusaha dan pekerja. 
Perjanjian kerja dibuat secara lisan dan/atau 
tertulis. Perjanjian kerja yang 
dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang 
berlaku.Perjanjian kerja dibuat atas dasar : 
a.  kemauan bebas kedua belah pihak; 
b.  kemampuan atau kecakapan kedua 
belah pihak; 
c.  adanya pekerjaan yang diperjanjikan; 
d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak 
bertentangan dengan ketertiban umum, 
kesusilaan, dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Perjanjian kerja yang dibuat secara 
tertulis sekurang-kurangnya memuat 
keterangan : 
a.  nama, alamat perusahaan, dan jenis 
usaha; 
b.  nama dan alamat pekerja; 
c.  jabatan atau jenis pekerjaan; 
d.  syarat-syarat kerja yang memuat hak 
dan kewajiban pengusaha dan pekerja; 
e.  besarnya upah dan cara pembayaran; 
f.  tempat pekerjaan; 
g.  mulai berlakunya perjanjian kerja; 
h.  tempat dan tanggal perjanjian kerja 
dibuat; 
i.  tanda tangan para pihak dalam 
perjanjian kerja. 
Perjanjian kerja merupakan salah satu 
dari perjanjian untuk melakukan pekerjaan 
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 
1601 KUHPerdata. Sebagai perjanjian yang 
mempunyai ciri-ciri khusus (yakni 
mengenai ketenagakerjaan), pada 
prinsipnya perjanjian kerja juga merupakan 
perjanjian sehingga sepanjang mengenai 
ketentuan yang sifatnya umum, terhadap 
perjanjian kerja berlaku ketentuan umum. 
Perjanjian kerja merupakan perjanjian 
yang memaksa (dwang contract) karena 
para pihak tidak dapat menentukan sendiri 
keinginannya dalam perjanjian 
sebagaimana layaknya dalam hukum 
perikatan dikenal dengan istilah “kebebasan 
berkontrak” yang tercantum dalam pasal 
1338 KUHPerdata. Dengan adanya 
perjanjian kerja, para pihak yang 
mengadakan perjanjian mempunyai 
hubungan hukum yang disebut hubungan 
kerja, dan sejak itulah terhadap mereka 
yang mengadakan perjanjian kerja berlaku 
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hukum ketenagakerjaan. 
Akan tetapi hal ini bukan berarti tidak 
dapat dibuat suatu kesepakatan lain antara 
pengusaha dengan buruhnya yang 
kemudian dapat dituangkan dalam 
perjanjian kerja tersebut. Asas kebebasan 
berkontrak tetap dapat berlaku sejauh mana 
tidak bertentangan dengan kaidah 
heteronom dalam hukum ketenagakerjaan, 
dengan kata lain tidak bertentangan dengan 
peraturan perundangan dalam bidang 
ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh 
pemerintah. Unsur-unsur yang harus ada 
dalam suatu perjanjian kerja yang 
ditentukan dalam peraturan perundangan 
(kaidah heteronom) antara lain: 
1). Adanya pekerjaan, yaitu prestasi yang 
harus dilakukan sendiri oleh pihak 
penerima kerja, dan tidak boleh 
dialihkan kepada pihak lain (bersifat 
individual). 
2). adanya unsur di bawah perintah, dimana 
dengan adanya hubungan kerja yang 
terbentuk, tercipta pula hubungan 
subordinasi antara pihak pemberi kerja 
dengan pihak penerima kerja. 
3)  adanya upah tertentu, yaitu merupakan 
imbalan dari pekerjaan yang dilakukan 
oleh pihak penerima kerja yang dapat 
berbentuk uang atau bukan uang (in 
natura). 
4)  adanya waktu, yaitu adanya suatu 
waktu untuk melakukan pekerjaan 
dimaksud atau lamanya pekerja 
melakukan pekerjaan yang diberikan 
oleh pemberi kerja. Selain dari 
keharusan adanya unsur-unsur di atas, 
dimungkinkan untuk dilakukannya 
perjanjian lain berdasarkan kesepakatan 
dari kedua belah pihak mengenai hal-
hal lain yang dipandang perlu selama 
tidak bertentangan dengan peraturan 
perundangan yang berlaku. 
Dalam berbagai peraturan perundangan 
di bidang ketenagakerjaan tidak ada 
ketentuan yang melarang adanya perjanjian 
untuk menjaga kerahasiaan suatu informasi 
yang dimiliki oleh suatu perusahaan. 
Akhirnya dapat ditarik kesimpulan, bahwa 
dengan adanya kesepakatan antara 
pengusaha dan buruhnya yang 
menimbulkan kewajiban bagi buruhnya 
untuk menjaga kerahasiaan informasi 
perusahaan tempat ia bekerja (rahasia 
dagang perusahaannya) tidak bertentangan 
dengan peraturan perundangan yang 
berlaku dan dapat dilakukan oleh 
pengusaha dalam rangka melindungi 
informasinya yang berharga. 
Hubungan Antara Rahasia Dagang Dengan 
Perjanjian Kerja 
Seorang buruh, memiliki kewajiban 
terhadap perusahaannya untuk menjaga 
rahasia dagang perusahaannya. Cara 
perusahaan dalam mengelola dan 
mengontrol informasi rahasia perusahaan 
sangat mempengaruhi bagaimana buruhnya 
akan menjaga kerahasiaan informasi 
tersebut. Salah satu langkah awal atau 
langkah pertama yang dilakukan oleh 
pengusaha dalam melindungi rahasia 
dagang perusahaannya adalah dengan cara 
melakukan pengaturan dalam perjanjian 
kerja dengan buruhnya. Suatu perjanjian 
kerahasiaan informasi biasanya memuat 
hal-hal berikut:  
1) Apa saja yang menjadi informasi 
rahasia dan alasan kerahasiaan  
2) Kepada siapa informasi tersebut 
diberikan dan alasan diberikan  
3) Apa yang boleh dilakukan dan apa yang 
tidak boleh dilakukan terhadap  
informasi tersebut.  
4) Kapan informasi dianggap 
disalahgunakan atau dilanggar  
5) Kapan informasi tersebut dianggap 
tidak lagi menjadi rahasia (dilepaskan). 
Biasanya pengetahuan, keterampilan, 
keahlian, atau kemampuan mental yang 
didapat seorang buruh di perusahaan lama 
tempat dia bekerja sebelumnya tidak 
termasuk ke dalam informasi rahasia dan 
boleh digunakan atau diterapkan di tempat 
kerja yang baru. Tetapi ada hal yang perlu 
diperhatikan, yaitu buruh dapat 
menggunakan informasi rahasia dari 
perusahaan tempatnya bekerja dengan 
catatan tidak melanggar perjanjian 
kerahasiaan yang telah dilakukannya 
dengan perusahaan pemilik informasi 
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rahasia tersebut.  
Kedudukan Rahasia Dagang dan Perjanjian  
Kerja Rahasia dagang pada dasarnya 
masuk dalam lingkup hukum perdata yang 
mengatur hubungan antar individu 
mengenai rahasia dagang, dengan pihak 
ketiga yang berhubungan dengan informasi. 
Begitu pula halnya dengan perjanjian kerja 
sebenarnya termasuk dalam hukum perdata 
karena adanya unsur perjanjian yang diatur 
dalam lingkup keperdataan. Namun tak 
dapat dipungkiri bahwa baik rahasia dagang 
maupun perjanjian kerja sebenarnya juga 
memiliki aspek publik karena adanya 
prinsip untuk melindungi kepentingan 
dunia usaha dan dunia ketenagakerjaan 
pada umumnya. Sehingga dalam hal 
pemberian sanksi oleh negara terhadap 
pelanggaran rahasia dagang dihadapkan 
pada ancaman pidana disamping adanya 
sanksi perdata berupa ganti kerugian 
Pelanggaran Terhadap Rahasia Dagang 
Ketentuan tentang pelanggaran rahasia 
dagang diatur dalam Bab VII Pasal 13, 
Pasal 14, dan Pasal 15 UU Rahasia Dagang. 
Pasal 13 menyatakan : "Pelanggaran rahasia 
dagang dapat juga terjadi apabila seseorang 
dengan sengaja mengungkapkan rahasia 
dagang, mengingkari kesepakatan atau 
mengingkari kewajiban tertulis atau tidak 
tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang 
bersangkutan. "Berdasarkan ketentuan 
tersebut , maka pelanggaran rahasia dagang 
dianggap telah terjadi jika terdapat 
seseorang dengan sengaja mengungkapkan 
informasi atau mengingkari kesepakatan 
atau mengingkari kewajiban (wanprestasi) 
atas perikatan yang telah dibuatnya baik 
tersurat maupun tersirat untuk menjaga 
rahasia dagang dimaksud.  
Seseorang dianggap telah melanggar 
rahasia dagang orang lain jika ia 
memperoleh atau menguasai rahasia dagang 
tersebut dengan cara yang bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Pengecualian terhadap 
ketentuan pelanggaran rahasia dagang ini 
diberikan terhadap pengungkapan atau 
penggunaan rahasia dagang yang 
didasarkan untuk kepentingan pertahanan 
keamanan, kesehatan, dan keselamatan 
masyarakat, di samping berlaku pula untuk 
tindakan rekayasa ulang atas produk yang 
dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang 
milik orang lain yang dilakukan semata-
mata untuk kepentingan pengembangan 
lebih lanjut produk yang bersangkutan.  
Ketentuan tentang pengecualian 
terhadap pelanggaran rahasia dagang 
tersebut seharusnya juga dilengkapi dengan 
ketentuan yang secara tegas mengatur 
tentang pengungkapan rahasia dagang oleh 
seseorang di depan sidang pengadilan atas 
perintah hakim. Seseorang yang 
mengungkapkan rahasia dagang di depan 
sidang pengadilan seharusnya juga 
ditetapkan sebagai suatu pengecualian 
sehingga yang bersangkutan tidak dianggap 
telah melakukan pelanggaran rahasia 
dagang.  
Ketentuan Pasal 18 tentang 
dimungkinkannya sidang pengadilan 
berkaitan dengan rahasia dagang bersifat 
tertutup (atas permintaan para pihak yang 
bersengketa) juga tidak secara tegas 
maupun tersirat bermaksud mengatur 
pengecualian di atas. Dalam masalah 
ketenagakerjaan, jika seorang buruh 
melakukan pelanggaran rahasia dagang, 
maka upaya hukum yang dapat ditempuh 
oleh pemilik rahasia dagang (pengusaha) 
antara lain melalui lembaga peradilan 
umum baik itu secara perdata maupun 
pidana, melalui arbitrase, atau 
menggunakan alternatif penyelesaian 
sengketa. 
Bila melalui lembaga peradilan umum, 
pengusaha dapat mengajukan tuntutan 
secara perdata terlebih dahulu, apabila tidak 
berhasil baru kemudian mengajukan 
tuntutan secara pidana. Selain itu, para 
pihak dapat mengajukan kepada pengadilan 
agar persidangan dilakukan secara tertutup. 
Secara perdata, buruh dapat dikenakan 
tuntutan telah melakukan wanprestasi (jika 
masih bekerja di tempat pemilik rahasia 
dagang) atau perbuatan melawan hukum. 
Dasar hukum untuk melakukan penuntutan 
wanprestasi adalah klausula perjanjian 
mengenai kewajiban melindungi rahasia 
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dagang yang terdapat dalam perjanjian 
kerja. Klausula perjanjian tersebut dapat 
menjadi dasar hukum dalam melakukan 
penuntutan berdasarkan pasal 1338 
KUHPerdata yang menyatakan semua 
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 
sebagai undang-undang bagi yang 
membuatnya. Sedangkan untuk perbuatan 
melawan hukum, dasar hukumnya adalah 
pasal 1365 KUHPerdata. Tuntutan atas 
dasar wanprestasi lebih mudah dalam hal 
pembuktian dibandingkan dengan 
perbuatan melawan hukum karena 
berdasarkan pada perjanjian kerja yang 
memuat mengenai rahasia dagang.  Secara 
pidana, tuntutan dapat dilakukan 
berdasarkan UU Rahasia Dagang dan Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). 
Tuntutan yang dapat dilakukan berdasarkan 
UU Rahasia Dagang, dasar hukumnya 
adalah pasal 13 dan pasal 17(1), yaitu 
diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp. 
300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). 
Terhadap pelanggaran rahasia dagang 
berdasarkan UU No. 30 Tahun 2000 
tentang Rahasia Dagang, hanya dapat 
dilakukan tuntutan apabila ada aduan dari 
pihak yang merasa dirugikan (pasal 17(2)). 
Jadi pelanggaran rahasia dagang merupakan 
delik aduan.  
Pelanggaran terhadap rahasia dagang 
dalam KUHP masuk ke dalam lingkup 
kejahatan. Dasar hukum yang digunakan 
adalah pasal 322 ayat 1 KUHP dimana 
dinyatakan bahwa bagi orang yang dengan 
sengaja membuka rahasia yang wajib 
disimpannya karena jabatan atau 
pekerjaannya baik itu yang sekarang 
ataupun yang dulu dapat diancam pidana 
penjara paling lama 9 bulan atau denda 
paling banyak sembilan ribu rupiah. Jika 
pelanggaran rahasia dagang tersebut 
dilakukan setelah buruh itu tidak lagi 
bekerja di perusahaan tersebut dan ia 
berada pada waktu dimana ia masih harus 
menjaga rahasia dagang tersebut maka 
ketentuan dalam KUHP yang digunakan 
tidak lagi pasal 322 ayat 1, tetapi 
menggunakan pasal 323 ayat 1. Pasal 323 
ayat 1 menyatakan bagi orang yang dengan 
sengaja memberitahukan hal-hal khusus 
tentang suatu perusahaan dagang, kerajinan 
atau pertanian, dimana ia bekerja atau 
dahulu bekerja, yang seharusnya 
dirahasiakan, diancam pidana penjara 
paling lama 9 bulan atau denda paling 
banyak sembilan ribu rupiah.  
Dalam pasal 323 ayat 2 disyaratkan 
pula adanya pengaduan dari pengusaha 
untuk dapat mengajukan tuntutan (delik 
aduan).  Melihat pada peraturan 
perundangan di bidang ketenagakerjaan, 
maka pelanggaran rahasia dagang yang 
dilakukan oleh buruh dapat mengacu pula 
pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI 
(KepmenTK) No. 150/Men/2000 tanggal 20 
Juni 2000. Dalam Kepmen. TK tersebut 
pada pasal 18 ayat 1 (j), dinyatakan bahwa 
buruh yang melakukan tindakan 
membongkar atau membocorkan rahasia 
perusahaan atau mencemarkan nama baik 
pengusaha dan atau keluarga pengusaha 
yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk 
kepentingan negara, dapat diberikan ijin 
kepada pengusaha untuk melakukan 
pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 
buruh tersebut. Ijin PHK ini diberikan oleh 
P4 (Panitia Penyelesaian Perselisihan 
Ketenagakerjaan) Daerah untuk PHK 
perorangan atau P4 Pusat untuk PHK 
massal.  
Ketentuan dalam KepmenTK tersebut 
terdapat pula dalam undang-undang tenaga 
kerja yang baru, yaitu Undang-Undang No. 
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
Dalam pasal 158 ayat 1(i) dinyatakan 
bahwa pengusaha dapat memutuskan 
hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh 
dengan alasan telah dilakukannya kesalahan 
berat membongkar atau membocorkan 
rahasia perusahaan yang seharusnya 
dirahasiakan kecuali untuk kepentingan 
negara. Kesalahan berat tersebut harus 
dibuktikan oleh pengusaha dengan kejadian 
pekerja atau buruh tertangkap tangan, ada 
pengakuan dari pekerja atau buruh yang 
bersangkutan, atau bukti lain berupa 
laporan kejadian yang dibuat oleh pihak 
yang berwenang di perusahaan yang 
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bersangkutan dan didukung oleh sekurang-
kurangnya dua orang saksi. 
KESIMPULAN 
Rahasia dagang adalah informasi  yang 
tidak diketahui secara umum atau diketahui 
secara terbatas oleh pihak-pihak tertentu tentang 
hal-hal yang menyangkut dagang. Informasi 
dagang ini perlu diproteksi kerahasiaannya 
karena: 
a.    secara moral memberikan penghargaan 
kepada pihak  yang menemukan; 
b.    secara materi memberikan insentif. 
Terjadinya pengungkapan informasi 
yang dimiliki satu pihak kepada pihak 
lainnya tanpa diketahui oleh pihak pemilik 
informasi dapat menimbulkan kerugian 
bagi pemilik informasi tersebut. 
Pengungkapan informasi dapat dilakukan 
dilakukan oleh tenaga kerja dari pemilik 
informasi. Cara perusahaan dalam 
mengelola dan mengontrol informasi 
rahasia perusahaan sangat mempengaruhi 
bagaimana pekerjanya akan menjaga 
kerahasiaan informasi tersebut. Salah satu 
langkah awal atau langkah pertama yang 
dapat dilakukan oleh pengusaha dalam 
melindungi rahasia dagang perusahaannya 
adalah dengan cara melakukan pengaturan 
dalam perjanjian kerja dengan buruhnya. 
Hal ini jelas terlihat bahwa ada hubungan 
antara rahasia dagang dengan tenaga kerja 
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